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ABSTRAK 

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan kejahatan yang 

melanggar hak asasi manusia dan masih marak terjadi, meskipun telah diatur 

dalam berbagai regulasi internasional dan nasional. Penelitian ini meneliti 

penegakan hukum dalam kasus perdagangan orang melalui Putusan Nomor : 

138/Pid.Sus/2022/PN.Smg, dengan fokus pada peran hakim. Tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan oleh hakim dan 

untuk mengetahui hambatan yang dialami hakim dalam proses penegakan 

hukum dalam Putusan Nomor : 138/Pid.Sus/2022/PN.Smg.  

 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menekankan pada proses 

pemahaman atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan gejala hukum 

yang kompleks, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yang 

mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti dengan 

detail. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan teknik 

pengumpulan data menggunakan studi lapangan (wawancara) dan studi 

kepustakaan.  

 

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini bahwa hakim telah melaksanakan 

penegakan hukum terhadap kasus perdagangan orang sesuai dengan perundang-

undangan. Dalam proses penegakan hukum tersebut, hakim mengalami 

hambatan non-yuridis yang berkaitan dengan terdakwa dan korban yang enggan 

menceritakan secara lengkap mengenai peristiwa yang terjadi. Hakim telah 

berusaha mengatasi hambatan non-yuridis tersebut dengan menciptakan suasana 

di persidangan yang dapat membuat terdakwa dan korban berterus terang, upaya 

lainnya kesaksian korban dapat diwakilkan oleh orang-orang terdekat korban 

apabila korban bercerita.  

 

Kesimpulan penelitian ini bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh hakim 

dalam putusan: 138/Pid.Sus/2022/PN.Smg dilaksanakan sesuai dengan 

perundangan-undangan dan hakim tidak mengalami hambatan yuridis dalam 

upaya penegakan hukum, tetapi mengalami hambatan non-yuridis, yaitu 

terdakwa dan korban enggan menceritakan peristiwa atau kejadian secara 

lengkap karena berbagai macam alasan. Saran dari penulis, penegakan hukum 

yang dilakukan oleh hakim telah sesuai dengan perundangan-undangan. Namun, 

upaya kesaksian korban dapat diwakilkan bertentangan dengan undang-undang 

karena kesaksian korban/saksi tidak boleh diwakilkan oleh orang lain. Sebaiknya 

hakim lebih memperhatikan dan mengikuti aturan dalam undang-undang agar 

seluruh proses persidangan tidak hanya berjalan lancar tetapi juga selaras dengan 

peraturan yang berlaku.  
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